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MOTTO
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”
(Q.S Al-Mudtsir: 38)

“Kita tidak akan menang jika kita tidak percaya bahwa kita bisa”

(Cut Nyak Dien)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa
Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis
sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang
tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam
footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan
dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional,
nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD
plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter
Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration.

B. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut:
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Arab Indonesia Arab Indonesia
\ Alif L Ta
- Ba L Za
< Ta ¢ ‘Ain
& Sa ¢ Gain
z Jim - Fa
z Ha 3 Qof
c Kha d Kaf
2 Dal J Lam
3 4 a Mim
0 Ra 8 Nun
B) Zai 5 Wau
o Sin - Ha
o Syin e/l Hamzah
) Sad ] Ya
o Dad

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir,
maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
f Fathah A A
! Kasrah I I
| Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
o Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wau Au A dan U
Contoh:
S : Kaifa.
Js : Haula.

. Ta’ Marbuthah (3)

Transliterasi Ta” Marbiithah (3) ada dua, yaitu: Ta’ Marb(thah

(3) hidup dikarenakan mendapatkan fathah, kasrah, dan dhammabh,

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta’ Marbithah (3) yang mati

atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
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Kalau pada kata yang berakhiran Ta’ Marbithah (3) diikuti
dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua
kata itu terpisah, maka Ta’ Marbiithah (3) itu ditransliterasikan dengan
ha (h).

Contoh:
422l Akle : Amilatun nashibah

M
de )&l : Al-Qari’ah

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ¢ ), dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi

tanda syaddah.
Contoh:
5% 1332 353 : Dzarrotin khoiroy yaroh

#5 0= : Mir rabbihim.

. Kata Sandang dan Lafz Al-Jalalah (&)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
alif lam ma‘arifah (J') Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf
syamsiah ataupun huruf gamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada
di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka
dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Masya’Allah kdna wa mélam yasya lam yakun
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2. Billah ‘azza wa jalla
G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) akan
tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di
akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh:

(s : Mu'minin

¢ a5 Wudhu’

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan
tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang
al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan
(CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa ma Muhammadun illa rasul.
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I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.
Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi
di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

1. Fizilal al-Qur’an.

2. Al-Sunnah gabl al-tadwin.

3. Al-‘Ibarat F1 ‘Umum al-Lafz 1a bi khusis al-sabab.

XVii



DAFTAR ISl

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....ooiiii ettt \Y;
PENGESAHAN SKRIPSI ... \
BUKTI KONSULTASI ...ttt Vi
IMIOTTO ettt e e e s entbeae e vii
KATA PENGANTAR ...ttt viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ... iX
DAFTAR ISH ..ot XX
DAFTAR TABEL ... XXii
DAFTAR LAMPIRAN ... xxiii
ABSTRAK . XXV
ABSTRACT e e XXV
OBALA) Lt s XXVi

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar BelaKang .........c.coovieeiice i 1

B. RUMUSAN MaSalah ... 11
C. Tujuan Penelitian ..........ccecoeiieiiiice e 11
D. Manfaat Penelitian ...........ccocoiiiiiiiiice e e 12
E. Definisi Operasional .............ccccvveviiecie i e 13
F. Penelitian REIEVAN ...t e 14
G. Kerangka TEOI ....ccuiciiiiiiiciee et e 22

Xviii


about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

H. Metode PeNEIITIAN .....ooveeeeeeeee ettt 26

1. JeniS PeNEHITIAN .....ccvviiiiie e 26
2. Pendekatan Penelitian ...........cccooveeiiie i 27
3. LOKaSI PENEIILIAN ....eeveiieiie et 27
4. SUMDEI DALA ...veviiiiie et 28
5. Metode Pengumpulan Data ...........ccoooveeieeiiiieniieniecee e 28
6. Metode Pengolahan Data ...........ccccoeiiiiiieiiiiiie e 29
I. Sistematika PenuliSan ...........ccoeeiiieiiie e 31
J. Hasil Penelitian dan Pembahasan .............cccccooviiiiie e 48
A. Gambaran umum UPT BLKI SINQOSAI ........cccovveiiiieiiiiiieiieesin, 48
B. Peran UPT dalam pengawasan pemenuhan K3.............cccccceevivveennnen. 50

C. Peran UPT BLKI Singosari dalam Pengawasan K3 perspektif

Magashid SYariah ............cccueeiiie e 58
KL PENULUD ittt e e 64
AL KESIMPUIAN L.t 64
B. SAran ..o 65
L. Daftar PUSTAKA ...........cooviiiiiiiiiieee e 66
LAMPIRAN L.ttt 70

XiX


about:blank

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Bagan Hubungan Pengawasan K3: Pusat-Provinsi-UPT BLKI Singosari

XX



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 2.1: Surat 1zin Penelitian

Gambar 2.2: Surat Dinas Tenaga Kerja provinsi Jawa Timur kepada UPT BLKI

Singosari

Gambar 2.3: Surat Balasan Penelitian

Gambar 2.4: Kegiatan Wawancara bersama Pengawas Ketenagakerjaan

XXi



ABSTRAK

Roziq Firmansyah, 210202110154, 2026, Peran UPT BLKI Singosari
Dalam Pengawasan Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perspektif Maqgashid syariah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Kata Kunci: Keselamatan dan kesehatan kerja, Magashid Syariah

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental
dalam perlindungan tenaga kerja yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan.
Kewajiban ini diperkuat oleh kerangka regulasi ketenagakerjaan serta
mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui
UPT BLKI Singosari. Kabupaten Malang sebagai wilayah dengan karakter
industri yang heterogen menghadirkan berbagai risiko kerja yang harus
diantisipasi melalui pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam
konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana peran
UPT BLKI Singosari dalam pengawasan pemenuhan K3 dilaksanakan serta
bagaimana pelaksanaannya dianalisis melalui perspektif magashid syariah.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengawas
ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari, observasi lapangan, serta studi
dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen hasil pemeriksaan K3. Analisis
data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, kendala, serta keselarasan antara
praktik pengawasan dan ketentuan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 yang dilakukan
oleh UPT BLKI Singosari telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan melalui tahapan pemeriksaan awal, pembinaan, periksa uji teknis,
hingga penerbitan surat keterangan laik operasi. Namun, efektivitas
pengawasan masih dipengaruhi keterbatasan jumlah pengawas spesialis,
rendahnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban legalitas alat, serta
belum lengkapnya ketentuan sanksi dalam beberapa regulasi teknis. Ditinjau
melalui perspektif magashid syariah, pelaksanaan pengawasan K3 oleh UPT
BLKI Singosari mencerminkan implementasi prinsip Hifdz an-Nafs dan
Hifdz al-Mal karena bertujuan melindungi keselamatan pekerja serta menjaga
keberlanjutan aset dan kegiatan ekonomi perusahaan. Dengan demikian,
pengawasan K3 tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga
wujud nyata dari upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah
kemudaratan dalam dunia kerja.
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ABSTRACT

Roziq Firmansyah, 210202110154, 2026, The Role of UPT BLKI
Singosari in Supervising the Fulfillment of Occupational Safety and
Health Requirements from the Perspective of Maqashid Syariah,
Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of
Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Keywords: Occupational Safety and Health (OSH), Magashid Syariah

Occupational Safety and Health (OSH) is a fundamental aspect of labor
protection that must be fulfilled by every company. This obligation is
reinforced by the regulatory framework on labor and the supervision
mechanisms carried out by the provincial government through UPT BLKI
Singosari. Malang Regency, as a region with a diverse industrial landscape,
presents various occupational risks that must be anticipated through
systematic and continuous supervision. In this context, this study aims to
examine how UPT BLKI Singosari performs its supervisory role in ensuring
compliance with OSH requirements and to analyze this implementation
through the perspective of Magashid Syariah.

This research employs a qualitative descriptive method. Data were
collected through interviews with labor inspectors at UPT BLKI Singosari,
field observations, and documentation studies of OSH regulations and
inspection records. Data analysis was carried out through data reduction, data
presentation, and conclusion drawing to identify patterns, challenges, and the
alignment between supervisory practices and normative provisions.

The results of the study indicate that OSH supervision conducted by
UPT BLKI Singosari has been carried out in accordance with statutory
regulations through several stages: initial inspection, guidance, technical
testing, and the issuance of operation feasibility certificates. However, the
effectiveness of supervision is influenced by limitations in the number of
specialist inspectors, low company awareness regarding the legal obligation
of equipment certification, and incomplete sanction provisions in several
technical regulations. Viewed from the perspective of Magashid Syariah, the
implementation of OSH supervision by UPT BLKI Singosari reflects the
principles of Hifdz an-Nafs (protection of life) and Hifdz al-Mal (protection
of property), as it aims to safeguard workers’ safety while ensuring the
sustainability of company assets and economic activities. Thus, OSH
supervision is not merely an administrative requirement but a concrete effort
to promote public welfare and prevent harm within the workplace.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bidang ilmu beserta
penerapannya yang bertujuan mencegah potensi terjadinya kecelakaan kerja
maupun penyakit yang disebabkan oleh lingkungan atau aktivitas pekerjaan.
Keselamatan kerja merujuk pada aspek perlindungan yang terkait dengan mesin,
peralatan, bahan produksi, proses pengolahan, lokasi kerja, lingkungan sekitar,
serta metode pelaksanaan pekerjaan.! Tingkat pekerja yang tinggi di wilayah
kabupaten Malang mendorong perhatian serius terhadap implementasi alat
pelindung diri (APD) dan standar K3 untuk memberikan pelayanan yang aman dan
memadai bagi para pekerja. Terpenuhinya alat pelindung diri dan standar K3,
menjadi faktor utama dalam menjamin keselamatan penumpang dan mengurangi

risiko kecelakaan.

Tanggung jawab pemenuhan K3 oleh UPT BLKI Singosari dan pengawas
ketenagakerjaan ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) UU No. 1
tahun 1970 yang menyatakan bahwa, Direktur melakukan pelaksanaan umum
terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli

keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap

! Buntarto, Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri. (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2015), 40-52.



ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.? Peraturan
perundangan tersebut dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
setinggitingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).® Peran pemenuhan K3 di
wilayah Kabupaten Malang dilaksanakan oleh UPT BLKI Singosari dan pengawas
ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Timur.

Selain UU No. 1 Tahun 1970, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (dan perubahannya) turut memperkuat norma K3. Pasal 86 ayat
(1) UU No. 13 Tahun 2003 menjamin hak setiap pekerja untuk mendapatkan
perlindungan K3 di tempat kerja. Komitmen ini sejalan dengan ratifikasi Konvensi
ILO (International Labour Organization) No. 81 Tahun 1947 tentang pengawasan
ketenagakerjaan, sehingga Indonesia wajib memastikan adanya sistem pengawasan
K3 yang efektif.* Guna mengoperasionalkan ketentuan UU, berbagai aturan
pelaksana telah diterbitkan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.
50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) vyang
mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja atau tingkat bahaya tinggi
untuk menerapkan SMK3.> Kewajiban ini dimaksudkan agar pencegahan

kecelakaan kerja terintegrasi dalam manajemen perusahaan.

2 Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Tata Cara Keselamatan Kerja.

3 Pasal 15 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Tata Cara Keselamatan Kerja.

# Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nasional Indonesia Tahun 2022 (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan, 2022), 84

> Pasal 5 ayat 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Kementerian Ketenagakerjaan juga menerbitkan beberapa Peraturan
Menteri terkait standar K3 spesifik dalam Peraturan menteri tenaga kerja. Menurut
Pasal 2 ayat (1) sampai (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, pengusaha wajib
menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja dan APD tersebut harus
memenuhi standar keselamatan, yakni sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
atau standar yang berlaku.b Pasal3 ayat (1) peraturan yang sama menjelaskan
bahwa jenis APD minimal meliputi pelindung kepala, mata dan muka, telinga,
pernapasan beserta perlengkapannya, tangan, serta kaki. Sementara itu, Pasal 3
ayat (2) menambahkan APD lain yang wajib disediakan, yakni pakaian pelindung,
alat pelindung jatuh perorangan (sabuk keselamatan), dan pelampung.’” Ketentuan
ini menunjukkan bahwa pengusaha bertanggung jawab memastikan ketersediaan

APD yang lengkap dan sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja.

Permenaker No. 9 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap pekerjaan pada
ketinggian harus memenuhi persyaratan K3. Pengusaha diwajibkan menerapkan K3
dan menyediakan akses masuk/keluar yang aman serta peralatan keselamatan yang
tepat untuk mencegah tenaga kerja jatuh. Aturan ini mengharuskan pemberian alat
penahan/pencegah jatuh misalnya full body harness dan lifeline dan jika risiko jatuh
masih ada, jarak jatuh wajib diminimalkan, serta harus diterapkan sistem izin kerja

bersama instruksi kerja sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan. Selain itu,

® Pasal 2 ayat 1-2 Peraturan Peratura Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat
pelindung diri
7 Pasal 3 ayat 1-2 Peraturan Peratura Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat
pelindung diri



prosedur Kerja tertulis harus mencakup teknik perlindungan jatuh, pengelolaan
peralatan, pengawasan kerja, pengamanan area, dan kesiapsiagaan/tanggap darurat,

karena risiko fatal jatuh sangat tinggi dalam sektor konstruksi dan industri.®

Permenaker No. 11 Tahun 2023 mengatur keselamatan dan kesehatan kerja
di ruang terbatas seperti tangki, silo, terowongan, atau sumur. Pengusaha/pengurus
harus mengidentifikasi potensi bahaya untuk mengklasifikasikan ruang terbatas
sebagai ruang dengan izin masuk atau tanpa izin masuk. Ruang dengan izin masuk
mencakup area yang berpotensi mengandung gas berbahaya, bahaya terbenam atau
terperangkap. Akses ke ruang tersebut dibatasi dengan penutupan, penguncian,
penghalang, dan rambu larangan. Setiap orang yang memasuki ruang terbatas wajib
memiliki izin masuk yang diterbitkan setelah pemeriksaan syarat K3 oleh Ahli K3.°
Pemeriksaan syarat K3 dan prosedur kerja aman dilakukan melalui job safety
analysis, mencakup pengujian gas berbahaya, pembilasan bahan berbahaya, isolasi
sumber energi, ventilasi, komunikasi, rencana tanggap darurat, serta pengadaan
peralatan seperti alat deteksi gas, sistem ventilasi, perangkat pengunci energi,
komunikasi, penerangan, peralatan tanggap darurat, dan APD.° Regulasi ini juga
menetapkan bahwa pengusaha harus menyediakan personel K3 khusus teknisi K3
ruang terbatas, teknisi deteksi gas, dan petugas penyelamat yang memiliki sertifikat

kompetensi dan lisensi K3 dari Direktorat Jenderal serta tunduk pada mekanisme

8 Pasal 2-3 dan pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian

° Pasal 5-8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

10 pasal 11-18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas



permohonan dan perpanjangan lisensi secara daring. Pelanggaran dapat dikenai

sanksi administratif atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.!

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Pasal 56 dalam perda ini menjadi dasar hukum bagi UPT pengawasan
ketenagakerjaan di kabupaten/kota, termasuk UPT BLKI Singosari, untuk
melakukan pembinaan dan penegakan hukum K3 di wilayah Kabupaten Malang.
UPT BLKI Singosari berperan sebagai unit pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang mana tugasnya meliputi penetapan
kebijakan, pemberian pelayanan dan pembinaan, melakukan pengawasan dan

melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.*2

Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan termasuk aspek Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) resmi dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke
pemerintah provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan ini mulai berlangsung
sekitar tahun 2017, sehingga pengawas yang sebelumnya berada di bawah Disnaker
Kabupaten Malang kemudian dialihkan menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.!® Pengalihan ini dilakukan karena keterbatasan jumlah pengawas di

11 pasal 19-22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

12 pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan.

13 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



tingkat kabupaten/kota serta kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan

dan penegakan norma K3.

Setelah alih kewenangan tersebut, pengawasan ketenagakerjaan untuk
wilayah Kabupaten Malang ditempatkan di UPT BLKI Singosari, yang berfungsi
sebagai pusat layanan pengaduan, pemeriksaan lapangan, serta pelaksanaan
pembinaan K3. Penempatan ini menjadikan wilayah UPT BLKI Singosari sebagai
basis strategis dalam pelaksanaan pengawasan provinsi, termasuk pada perusahaan-
perusahaan di wilayah Malang Raya. Dalam laporan lain disebutkan pula bahwa
sekitar 26 pengawas menangani seluruh kawasan tersebut pasca-pengalihan

kewenangan.®

14 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Bagaimana Kewenangan Pengawas
Ketenagakerjaan dengan Dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014...”, JDIH Kemnaker, 29
Oktober 2018, diakses 11 Mei 2026
https://jdih.kemnaker.go.id/berita/detail/bagaimana-kewenangan-pengawas-ketenagakerjaan-
dengan-dikeluarkanya-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah

15 Heryanto, “Minim Pengawas Ketenagakerjaan, Disnaker Kabupaten Malang Optimis Hubungan
Industrial Terjaga Baik.”, Malang Times, 3 September 2017, di akses 11 Mei 2026,
https://www.malangtimes.com/baca/20680/19700101/070000/minim-pengawas-ketenagakerjaan-
disnaker-kabupaten-malang-optimis-hubungan-industrial-terjaga-baik



Tabel 1.1

Bagan Hubungan Pengawasan K3: Pusat-Provinsi-UPT BLKI

Singosari

Kementrian Ketenagakerjaan RI

Direktorat Jendral Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3/Inspektorat

Peraturan dan

standar:

a. Uu
Ketenagakerjaan

b. PP/Permenaker

c. Pergub Prov.

Jatim No. 62/2018

1

Kementrian/Dirjen ~> Koordinasi
dan Kebijakan

(Standar, Pengawas Pusat)

1

oo

Fungsi
Pengawasan:
Inspeksi
Rekomendasi
sanksi
Pelatihan dan
sertifikasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

(Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi)

1

UPT BLKI Singosari
dan Pengawas
ketenagakerjaan

Seperti salah satu kasus yang pernah dilaporkan kepada pengawas

ketenagakerjan Kabupaten Malang yaitu pada bulan Juni 2024, ketika seorang

operator mesin bubut di CV Citra Manunggal, Pakisaji, Kabupaten Malang tewas




tergilas peralatan kerja yang tidak dilengkapi pengaman memadai.'® Korban yang
diketahui berinisial ST (71) itu mengalami luka robek di bahu, leher, dan lengan
Kiri setelah terjepit mesin bubut yang seharusnya dilengkapi pelindung sekrup dan
pelat penutup. Namun nyatanya pelindung tersebut tidak terpasang dengan baik
atau bahkan sama sekali tidak ada. Keterulangan pelanggaran standar K3 di
bengkel-bengkel kecil seperti CV Citra Manunggal mencerminkan kelalaian CV
terkait dalam melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Meskipun aturan mewajibkan setiap mesin berkecepatan tinggi dilengkapi
pelindung bergerigi dan tombol pemutus darurat, realitas di lapangan sering kali

berbeda.'’

Tugu Malang ID dalam laporan media massa online dengan judul Lansia
Tewas Tergiling Mesin Sekrup Di Pakisaji bahkan menemukan bahwa dokumen
pemeriksaan berkala alat hanya diisi secara administratif tanpa pengecekan fisik.8
Pada kasus yang disebutkan, kegagalan pemenuhan unsur keselamatan tidak hanya
menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menguak sejumlah kelemahan sistemik
dalam manajemen K3 di sektor industri ringan Kabupaten Malang. Dalam

penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana upaya ataupun langkah yang dapat

16 Fira, Wawancara anggota Disnaker, (Malang, 03 Juni 2025)

17 Baehagi Almutoif, “Kronologi Lengkap Kecelakaan Kerja di Pakisaji Malang, Korban Terjepit
Mesin ~ Bubut,”  SuaraMalang.id, 23  Juni 2024, diakses 27 Mei 2025,
https://malang.suara.com/read/2024/06/23/071032/kronologi-lengkap-kecelakaan-kerja-di-
pakisaji-malang-korban-terjepit-mesin-bubut

'8 Herlianto. A, “Kecelakaan Kerja; Lansia Tewas Tergiling Mesin Sekrup Di Pakisaji,” Kompas
juni 22, 2024, diakses 27 Mei 2025, https://tugumalang.id/kecelakaan-kerja-lansia-tewas-tergiling-
di-pakisaji/.



https://malang.suara.com/read/2024/06/23/071032/kronologi-lengkap-kecelakaan-kerja-di-pakisaji-malang-korban-terjepit-mesin-bubut
https://malang.suara.com/read/2024/06/23/071032/kronologi-lengkap-kecelakaan-kerja-di-pakisaji-malang-korban-terjepit-mesin-bubut
https://tugumalang.id/kecelakaan-kerja-lansia-tewas-tergiling-di-pakisaji/
https://tugumalang.id/kecelakaan-kerja-lansia-tewas-tergiling-di-pakisaji/

dilakukan oleh UPT BLKI Singosari dalam menanggapi masalah tersebut agar tidak

terjadi masalah yang serupa yang terjadi kepada para pekerja di perusahan lain.

Transformasi digital juga mulai diterapkan dalam pengawasan Ka3.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Jatim Online Single Submission
(JOSS), sebuah sistem digital terpadu untuk layanan perizinan, termasuk perizinan
K3.1° Dengan JOSS, proses penerbitan sertifikat layak operasi, izin penggunaan
peralatan berisiko, dan pelaporan pelanggaran K3 dilakukan secara elektronik,
sehingga meningkatkan transparansi, mengurangi peluang kolusi, dan memudahkan
monitoring internal. Pengintegrasian digital ini memudahkan UPT untuk

beradaptasi agar pengawasan semakin efektif.

Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai kesehatan dan keselamatan
kerja dapat dianalisis dengan pendekatan magqashid syariah, khususnya dalam
aspek hifzh al-nafs (perlindungan jiwa).?° hifzh al-nafs (perlindungan jiwa)
merupakan salah satu prinsip utama dalam maqashid syariah; Imam al-Ghazali
memasukkannya bersama penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
sebagai lima tujuan utama syariat. Hal ini menegaskan bahwa menjaga keselamatan
manusia adalah prioritas moral dan hukum yang wajib ditegakkan.?! Dengan

demikian, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri

19 Tvan, “Sertifikasi K3 di Jatim Kini Full Online, Bebas Praktik Curang,” PustakaJC.co 26
Agustus 2025, diakses 27 Mei 2025, https://www.pustakajc.co/news/view/5880/sertifikasi-k3-di-
jatim-Kini-full-online-bebas-praktik-curang

20 Reny Wahyu Erniawati, “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja
Perspektif Magashid Syariah (Studi di PT Eka Bintang Perkasa Gresik)” (Undergraduate thesis
Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025), https://etheses.iainkediri.ac.id/17070/

21 Imanuddin Kamil, Akmal Amir & Dedi Ambar, “Tinjauan Islam terhadap Budaya Safety serta
Penguatan Karakter 3T pada Mahasiswa AKTI dan Relevansinya,” ACADEMIA: Jurnal Inovasi
Riset Akademik 3, no. 4 (2023): 204-213, doi: 10.51878/academia.v3i4.2605



https://www.pustakajc.co/news/view/5880/sertifikasi-k3-di-jatim-kini-full-online-bebas-praktik-curang
https://www.pustakajc.co/news/view/5880/sertifikasi-k3-di-jatim-kini-full-online-bebas-praktik-curang
https://etheses.iainkediri.ac.id/17070/

dapat dipahami sebagai wujud nyata dari pelaksanaan prinsip hifzh al-nafs yaitu
upaya menghindarkan pekerja dari bahaya dan kecelakaan kerja demi melindungi

nyawa mereka.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
David Nathanael Maruhawa, Agus Mulya Karsona, dan Holyness N Singadimedja
(2025). Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai peran Pengawas
Ketenagakerjaan dalam mengimplementasi Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam
Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).%2
Sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji bagaimana peran Pengawas
Ketenagakerjaan dan UPT BLKI dalam pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten

Malang yang ditinjau juga berdasarkan perspektif magashid syariah.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk
mengetahui sejauh mana UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan
Kabupaten Malang menjalankan peran dalam memastikan pemenuhan K3 di
wilayah Kabupaten Malang. Pengawasan yang efektif bukan hanya memastikan
kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip
hifzh al-nafs yang mewajibkan perlindungan jiwa. Penelitian ini diharapkan

memberikan gambaran mendalam tentang strategi pengawasan, hambatan yang

22 David Nathanael Maruhawa, Agus Mulya Karsona, and Holyness N Singadimedja, “Peran
Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja ( SMK3 ) Sebagai Upaya Meningkatkan Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Perusahaan
Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,” Media Hukum Indonesia, no. 6 (2025): 40-46
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

10


https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

dihadapi, dan efektivitas sanksi dalam membangun budaya keselamatan kerja yang
berkelanjutan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan
judul “Peran UPT BLKI Singosari dan Pengawas ketenagakerjaan Dalam
Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Wilayah Kabupaten

Malang Perspektif Maqashid syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana peran UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan
dalam melaksanakan pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang?

2. Bagaimana peran UPT BLKI Singosari dan Pengawas Ketenagakerjaan
dalam melaksanakan pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang ditinjau

dari perspektif Magashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang
didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan dan menganalisis peran yang dijalankan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT BLKI Singosari dalam menangani
pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang.

2. Untuk mengidentifikasi pentingnya peran terkait K3 dibawah

pengawasan UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan
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melalui perspektif magashid syariah, khususnya dalam salah satu
cabang utama magashid syariah yaitu hifzh al-nafs (perlindungan jiwa).
Penelitian ini  bertujuan memberikan informasi terkait apakah
pelaksanaan K3 dibawah pengawasan UPT BLKI Singosari dan
pengawas ketenagakerjaan sejalan dengan prinsip-prinsip utama
magashid syariah, khususnya perlindungan kepada jiwa para pekerja

perusahaan sebagai dasar tanggung jawab hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini
dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya.
Adapun kontribusi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian tertuang
dalam manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan keselamatan
kerja. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penerapan
hukum K3, terutama di wilayah kabupaten Malang, serta relevansinya
dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya magashid syariah dan
menambah wawasan tentang hubungan antara regulasi hukum positif
dan nilai-nilai dalam hukum Islam terkait perlindungan jiwa pekerja.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru

12



tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam dapat berjalan

beriringan untuk menjaga keselamatan kerja.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengusaha dan pekerja di
wilayah kabupaten Malang dalam meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan terhadap penerapan K3. Penelitian ini dapat menjadi dasar
untuk memperbaiki kebijakan K3 di tempat kerja dan meningkatkan
kesadaran tentang pentingnya alat pelindung diri serta prosedur
keselamatan kerja. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi
yang berguna bagi pihak terkait, seperti perusahaan dan pemerintah,
dalam merancang kebijakan yang lebih efektif terkait keselamatan dan
kesehatan kerja. Dengan memahami masalah kesadaran hukum yang
ada di ruang lingkup pengawas ketenagakerjaan, hasil penelitian ini
dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem manajemen K3 di
tempat kerja.
E. Definisi Operasional

1. UPT Balai Latihan Kerja Industri Singosari
UPT BLKI Singosari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur yang berkedudukan di Singosari, Kabupaten Malang, dan
berfungsi sebagai lembaga pemerintah penyelenggara pelatihan kerja
berbasis kompetensi. Keberadaan UPT BLKI Singosari secara historis

bermula dari Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang kemudian,
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pada era otonomi daerah, mengalami beberapa kali perubahan
nomenklatur kelembagaan menyesuaikan struktur —organisasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara yuridis, dasar pembentukan
dan kedudukan UPT ini merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang
kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang di
dalamnya mengatur keberadaan UPT Balai Latihan Kerja sebagai
salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peran UPT BLKI
Singosari bukanlah sekadar kedudukan formal kelembagaannya,
melainkan bentuk-bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh UPT
BLKI Singosari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya
yang berkaitan dengan upaya pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) bagi peserta pelatihan maupun dalam penyelenggaraan
kegiatan pelatihan kerja secara keseluruhan. Peran tersebut tercermin
dari kebijakan internal, penyediaan sarana dan prasarana penunjang
keselamatan kerja, pemberian materi atau sosialisasi K3 dalam
kurikulum pelatihan, serta pengawasan terhadap praktik kerja yang

aman selama proses pelatihan berlangsung. Hal ini sejalan dengan

14



amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 86 dan Pasal 87, yang menegaskan
hak setiap pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
serta kewajiban setiap perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan untuk
menerapkan sistem manajemen K3, sehingga lembaga pelatihan kerja
seperti UPT BLKI Singosari turut memikul tanggung jawab dalam
menanamkan budaya K3 sejak proses pelatihan vokasi.

Selain itu, ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
juga diatur lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi payung hukum dasar bagi
setiap tempat kerja termasuk lingkungan pelatihan kerja vokasi untuk
menyediakan kondisi kerja yang aman bagi tenaga kerja maupun
peserta yang berada di dalamnya. Dengan demikian, peran UPT BLKI
Singosari dalam penelitian ini diukur dan dipahami secara operasional
sebagai keseluruhan praktik kelembagaan dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip K3 tersebut, yang akan digali
lebih lanjut melalui wawancara dan studi dokumen pada UPT BLKI
Singosari sebagai fokus penelitian.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya
perlindungan bagi pekerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja melalui penerapan standar keselamatan di

lingkungan kerja. Dalam penelitian ini, K3 merujuk pada kewajiban
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penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana diatur dalam UU No.

1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, Permenaker

No. 8 Tahun 2010, Permenaker No. 9 Tahun 2016, Permenaker No.

11 Tahun 2023.
3. Magahid Syariah
Magahid Syariah berasal dari dua kata yaitu Magashid dan al-
Syari’ah. Secara etimologi, Magashid berarti kesengajaan atau
tujuan. Sedangkan kata al-syari’ah secara etimologi berarti
membuat shari’at atau undang-undang, menerangkan serta
menyatakan. Dengan demikian, magashid syariah berarti tujuan-
tujuan atau maksud-maksud yang hendak dicapai oleh hukum Islam.
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi mengenai uraian singkat
pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam
penulisan penelitian ini sesuai dengan pedoman penulisan yang baik dan
benar. Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Peran UPT BLKI
Singosari Dalam Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif
Magashid Syariah di Wilayah Kabupaten Malang” menggunakan

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bagian ini merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi
memuat rincian tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
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operasional, dan sistematika pembahasan yang memudahkan dalam proses

kepenulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari penulisan skripsi
yang memuat tentang penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang
diangkat disertai dengan perbedaan-perbedaan yang disajikan secara
komprehensif sehingga memberikan gambaran keterbaruan suatu
penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai kajian teori

yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab I11: Metodologi Penelitian

Bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
penulisan skripsi memuat sub bab berupa jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data serta metode pengolahan data.

Bab 1V: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan bagian inti dari penulisan skripsi memuat
hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang kemudian dipaparkan
melalui analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pada bab ini,
penulis akan menguraikan point-point pembahasan untuk menjawab
permasalahan yang terjadi disertai data dukung sesuai dengan pisau

analisis dan metode yang digunakan.
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Bab V: Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir berisi tentang kesimpulan dan
saran dari hasil temuan yang telah diuraikan pada pembahasan.
Kesimpulan berupa ringkasan hasil penelitian yang dilakukan sehingga
memberikan jawaban secara singkat. Adapun saran merupakan bagian

ulasan sebagai bahan pertimbangan yang ditujukan kepada pihak terkait.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

penelitian antara lain;

1. Penelitian oleh David Nathanael Maruhawa, 2025, dengan Judul “Peran
Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sebagai Upaya
Meningkatkan Pencegahan Kecelakaan Kerja di Perusahaan Ditinjau
dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif deskriptif-analitis untuk
menelaah peraturan perundang-undangan terkait SMK3 dan praktik
pelaksanaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan eksternal
oleh pengawas ketenagakerjaan berdasarkan PP 50/2012 meliputi
pemeriksaan komitmen, organisasi, SDM, kepatuhan K3, pengujian
alat, pengendalian darurat, pelaporan, dan tindak lanjut audit, bertujuan
mencegah kecelakaan kerja. Meski aturan SMK3 masih relevan, perlu
ditingkatkan jumlah dan kompetensi pengawas serta dioptimalkan
sosialisasi dan penyuluhan kepada pengusaha, pekerja, dan masyarakat
agar SMK3 bukan sekadar kewajiban, melainkan budaya kerja yang

konsisten. Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada
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penelitian ini menitikberatkan pada peran Pengawas Ketenagakerjaan
UPT BLKI Singosari sebagai pelaksana pengawasan K3 berbasis
magashid syariah.

2. Penelitian oleh Maulidiah Maskat 2022, dengan Judul ‘“Peran
Pemerintah dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
di Lingkungan Tempat Kerja”. Dalam penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
kasus (case approach). Berdasarkan hasil peneliitian dapat disimpulkan
bahwa Pegawai pengawas yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja
memegang mandat penuh untuk mengawasi penerapan SMK3 oleh
pengusaha. Perusahaan yang melanggar UU No. 1 Tahun 1970 tentang
K3 dapat dikenai sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan
pidana.?® Dalam peneliitian ini penulis memiliki perbedaan, pada yaitu
penelitian ini  menitikberatkan pada peran strategis Pengawas
Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari dalam mekanisme penegakan
syarat keselamatan pada alat K3 serta menganalisis sejauh mana praktik
tersebut selaras dengan prinsip Magashid Syariah (khususnya hifzh al-
nafs).

3. Penelitian oleh Retno Hirowati 2024, dengan Judul “Peran Satwaker

Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di

23 Maulidiah Maskat and Siti Hajati Hoesin, “Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Kesehatan Dan
Keselamatan Kerja (K3) Dilingkungan Tempat Kerja,” PALAR (Pakuan Law Review) no. 03 (2022):
782, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar.
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Kabupaten Magelang.” Dalam penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder,
yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini
bersifat deskriptif analitis, yang mengungkap peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek
penelitian. Berdasarkan hasil peneliitian dapat disimpulkan bahwa
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Kabupaten
Magelang menghadapi kendala internal berupa keterbatasan jumlah
pengawas dan sarana prasarana, sehingga pengawasan lapangan
seringkali tidak optimal. Untuk menegakkan kepatuhan, SATWASKER
menerapkan tahapan non-yudisial seperti nota pemeriksaan dan
pembinaan serta tahapan represif yudisial sesuai Pasal 9A dan 9B
Permenaker No. 1/2020, yang mencakup denda administratif hingga
rekomendasi tindak pidana.?* Dalam penelitian ini penulis memiliki
perbedaan yaitu menempatkan BLKI Singosari sebagai pelaku aktif
pengawasan dan sanksi administratif dalam pelanggaran K3, sementara
penelitian terdahulu membahas kebijakan pemerintah daerah tanpa
menyorot unit pelaksana teknis secara spesifik.

4. Penelitian oleh Verawaty 2021, dengan Judul “Peran Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan

Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).” Dalam

24 “Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja Di Kabupaten
Magelang” Journal Of Social Science Research, No. 04 (2024): 13390. https://j-
innovative.org/index.php/Innovative
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penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris
berdasarkan pertimbangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Kepulauan
Riau, Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwasker) dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pemeriksaan fisik sarana dan
prasarana, penilaian faktor risiko (fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan
psikologi), serta tindakan preventif dan represif melalui nota
pemeriksaan dan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Hasilnya
menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan SDM berkompeten, kelengkapan alat uji, dan partisipasi
aktif pekerja dalam pelaporan kondisi tidak aman.?® Dalam penelitian
ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini membahas
wewenang BLKI dalam pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran K3
berdasarkan magashid syariah.

5. Penelitian oleh Bismi Nursyamsia Maryam 2022, dengan judul
“Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqgashid Al Syariah.” Dalam
penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris berdasarkan
pertimbangan penerapan keselamatan kerja di kota Pare-Pare.
Berdasarkan hasil penelitian di Kota Pare-Pare, penerapan keselamatan
kerja telah dijalankan melalui kombinasi pengawasan formal oleh

Satwasker, audit internal, dan program pelatihan tanggap darurat,

25 Verawaty Verawaty et al., “Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam
Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).,” Jurnal Magister Hukum
Udayana (Udayana Master Law Journal) no. 4 (2021): 821,
https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p13
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sehingga instansi seperti UP3 PLN dan Terminal BBM Pertamina
berhasil mempertahankan zero accident dengan standar SMK3 yang
terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan . Selain aspek teknis—
seperti pemeriksaan kondisi alat, evaluasi risiko kerja, dan jaminan
BPJS Ketenagakerjaan—penelitian ini juga menekankan pentingnya
perspektif Magashid al Syariah, di mana menjaga keselamatan jiwa
pekerja menjadi prinsip kedua setelah memelihara agama, sehingga
perusahaan dan pemerintah bersama-sama berkewajiban melindungi
tenaga kerja secara komprehensif.?® Dalam penelitian ini penulis
memiliki perbedaan, pada penelitian ini menitikberatkan pada peran
strategis Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari dalam
mekanisme penegakan syarat keselamatan pada alat K3 serta
menganalisis sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip
Magashid Syariah (khususnya hifzh al-nafs).

6. Penelitian oleh Verri Octavian 2022, dengan judul ‘“Perlindungan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok” Dalam
penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat
sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat PT Cipta Mutu

Konstruksi Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian di PT Cipta Mutu

26 Bismi Nursyamsia Maryam and M Thahir Maloko, “Keselamatan Kerja Dalam Perspektif
Magashid Al  Syariah,” Siyasatuna no. 2 (2022): 239 https://journal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25082
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Konstruksi Kota Depok, ditemukan bahwa penerapan K3 di perusahaan
konstruksi tersebut masih belum optimal. Meskipun PT Cipta Mutu
Konstruksi telah membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) dan secara
administratif ~ mendaftarkan  pekerja dalam  program  BPJS
Ketenagakerjaan serta menyediakan pelatihan K3, sebagian besar
pekerja belum benar-benar memahami prosedur keselamatan Kkerja.
Alasan paling mendasar yang menghambat implementasi adalah biaya
sertifikasi SMK3 yang dianggap tinggi dan keterbatasan sumber daya
manusia yang kompeten. Akibatnya, hanya sekitar 15-20% perusahaan
konstruksi di Depok yang benar-benar menjalankan SMK3 sebagaimana
diamanatkan PP No. 50 Tahun 2012.2" Dalam penelitian ini penulis
memiliki perbedaan, pada penelitian ini menelaah secara empiris
bagaimana mekanisme administrasi dan yudisial oleh UPT BLKI
Singosari mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap standar
keselamatan alat K3 dan juga secara khusus membahas peran strategis
Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari berdasarkan magashid
syariah.

Penelitian oleh Risal Ibran Saisab 2022, dengan judul “Tugas Dan
Wewenang Pegawai Pengawas.” Dalam penelitian ini menggunakan

metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan

27 \feri octavian, Setiawan pandi. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja
Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di
PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok, Palrev [Journal Of Law, No. 2(2021): 243-256
https://core.ac.uk/reader/617903390
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wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan meliputi pengawasan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerja di
tempat kerja. Pengawas ketenagakerjaan dibagi menjadi pengawas
umum dan pengawas spesialis, di mana keduanya memiliki kewajiban
melakukan pemeriksaan fisik, memberikan pembinaan, menyusun
berita acara pelanggaran, serta menindaklanjuti kasus kecelakaan kerja
melalui penyidikan oleh PPNS sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini
menekankan pentingnya integritas dan kerahasiaan pengawas serta
kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM pengawas yang memadai agar
pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan efektif.?® Dalam penelitian
ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini menitikberatkan
pada implementasi sanksi yang konkret oleh Pengawas Ketenagakerjaan
UPT BLKI Singosari terhadap pelanggaran syarat keselamatan alat K3,
serta meninjau berdasarkan magashid syariah.

8. Penelitian oleh Verry Korua 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum
Tentang Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya dengan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja.” Berdasarkan tinjauan hukum oleh Korua (2023),
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia diatur
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003, yang menegaskan kewajiban pengusaha

28 Risal Ibran Saisab, Vecky Yanni Gosal, and Marthin Doodoh, “Tugas Dan Wewenang Pegawai
Pengawas,” Lex Administratum, No. 5 (2022)
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/43057
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menyediakan sarana K3, melakukan pemeriksaan berkala, serta
menyusun kebijakan K3 terintegrasi dalam sistem manajemen
perusahaan. Korua menjelaskan bahwa pegawai pengawas
ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk memasuki tempat kerja
tanpa pemberitahuan, memerintahkan perbaikan kondisi berbahaya, dan
menerapkan sanksi administratif atau rekomendasi pidana jika
ditemukan pelanggaran. Meskipun kerangka hukum sudah relatif
lengkap, harmonisasi sanksi antara UU 1/1970 dan UU 13/2003 belum
optimal, sehingga banyak pelanggaran K3 hanya ditindak dengan
tindakan administratif ringan tanpa efek jera yang memadai.?® Dalam
penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini
mengevaluasi mekanisme penegakan K3 Pengawas Ketenagakerjaan
UPT BLKI Singosari terhadap syarat keselamatan alat K3, termasuk
meninjau dari segi magashid syariah.

9. Penelitian oleh Visca Natasa Amelia 2023, dengan judul “Tinjauan Figh
Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam
Mengatasi Kecelakaan Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung).” Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
empiris berdasarkan analisis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung,

peran dinas tersebut dalam mengatasi kecelakaan kerja mencakup tiga

2 Verry Korua, “Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya dengan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja,” Justitia, No. 02 (2016): 102
https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/justitia/issue/view/112
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10.

aspek utama: kelembagaan (pembentukan P2K3 dan penerapan sistem
manajemen K3), sarana prasarana K3 (peralatan dan pemeriksaan
berkala), serta sumber daya manusia (kompetensi dan ketersediaan
pengawas). Dalam tinjauan Figh Siyasah, peran Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung dikategorikan sebagai pelaksanaan kekuasaan
eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah), di mana negara melalui dinas
bertanggung jawab menegakkan amanah (QS. An-Nisa: 58) dan
peraturan agar tercipta kemaslahatan umum.®® Dalam penelitian ini
penulis  memiliki  perbedaan, pada penelitian ini  penulis
menitikberatkan pada mekanisme penegakan sanksi oleh Pengawas
Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari terhadap penegakan K3 secara
empiris, selain itu, penelitian penulis juga meninjau pengawasan K3 dari
segi magashid syariah.

Penelitian oleh Afrian Rivai 2023, dengan judul “Analisis Pengawasan
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga
Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.” Dalam penelitian ini menggunakan
metode empiris di lokasi PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI),
Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa
pengawasan K3 oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi
Sulawesi Tenggara di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI)

dilaksanakan dengan mengacu pada Permenaker No. 33/2016 (tata cara

30 Visca Natasa Amelia, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung dalam Mengatasi Kecelakaan Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung),”
(Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023),
https://repository.radenintan.ac.id/29653/1/SKRIPS1%20PERPUSTAKAAN. pdf
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pengawasan) dan Permenaker No. 5/2018 (standar penilaian K3) yang
mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan inspeksi terhadap
perangkat K3, sarana prasarana, serta prosedur keselamatan Kkerja.
Temuan menunjukkan bahwa pengawasan efektif dapat mewujudkan
budaya K3 terlihat dari penerapan pelatihan, inspeksi berkala, dan
penanganan pasca-kecelakaan. namun masih terkendala oleh jumlah
pegawai pengawas yang terbatas, transportasi lapangan yang tidak
memadai, serta perbedaan antara standar terpusat dan praktik di
perusahaan.®! Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada
penelitian  ini  menitikberatkan pada bagaimana Pengawas
Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari secara khusus menegakkan

syarat keselamatan alat K3 serta meninjau pengawasan K3 dari segi

magashid syariah.

Tabel 1.2

Penelitian Relevan

No | Nama, Judul, Hasil Penelitian | Persamaan Perbedaan
Metode Penelitian

1. David Nathanael | Pengawasan Persamaan dari | Penelitian ini
Maruhawa (2025) | eksternal penelitian ini fokus pada
Judul: Peran terhadap yaitu BLKI
Pengawas pelaksanaan membahas Singosari dan
Ketenagakerjaan | SMK3 oleh peran pengawas | magashid
dalam pengawas ketenagakerjaan | syariah, bukan
Pelaksanaan ketenagakerjaan. | dan regulasi PP | SMK3 secara
SMK3 Diperlukan 50/2012. umum.

31 A Rivai, A Razak, and A Asraf, “Analisis Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dinas
Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara,” SEIKO: Journal of Management ...
no. 2 (2023): 125-38, https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/4320.
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Metode: Yuridis

peningkatan

normatif jumlah dan
deskriptif-analitis | kompetensi

pengawas.
Maulidiah Maskat | Pengawas Persamaan dari | Penelitian ini
(2022) ditunjuk penelitian ini menekankan
Judul: Peran Menteri yaitu pelaksanaan
Pemerintah dalam | memiliki membahas pengawasan
Pengawasan K3 mandat penuh. pengawasan oleh UPT
Metode: Yuridis | Sanksi K. BLKI

normatif (statute

administratif

Singosari dan

& case approach) | hingga pidana prinsip

dapat diberikan magashid

terhadap syariah.

pelanggaran UU

No. 1 Tahun

1970.
Retno Hirowati Satwasker Persamaan dari | Penelitian ini
(2024) menghadapi penelitian ini menyoroti
Judul: Peran keterbatasan yaitu BLKI
Satwasker sarana dan mekanisme Singosari
Terhadap pengawas, pemeriksaan sebagai
Pemenuhan Hak | menerapkan dan kendala pelaksana
Tenaga Kerja nota lapangan terkait | langsung
Metode: Yuridis | pemeriksaan K. pengawasan
normatif, dan tahapan K3 dan
deskriptif analitis | represif sesuai tinjauan

Permenaker No. magashid

1/2020. syariah.
Verawaty (2021) | Satwasker Persamaan dari | Penelitian ini
Judul: Peran melaksanakan penelitian ini fokus pada
Disnakertrans pemeriksaan yaitu BLKI sebagai
Kepulauan Riau sarpras, membahas pelaksana
dalam penilaian risiko, | fungsi teknis dan
Pengawasan K3 dan PPNS pengawasan keterkaitannya
Metode: Yuridis | menangani terkait K3 dengan
empiris pelanggaran. maqashid

syariah.
Bismi N. Maryam | Perusahaan dan | Persamaan dari | Penelitian ini
(2022) pemerintah penelitian ini lebih teknis
Judul: bekerja sama yaitu terhadap syarat
Keselamatan menerapkan menggunakan keselamatan
Kerja dalam SMKa3. pendekatan K3 dan
Perspektif Magashid al- magashid hubungannya
Magashid Syariah | syariah jadi syariah. dengan BLKI
Singosari.
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Metode: Yuridis

landasan moral

empiris perlindungan.

6. Verri Octavian K3 belum Persamaan dari | Penelitian ini
(2022) optimal karena | penelitian ini menelaah
Judul: biaya sertifikasi | yaitu mengulas | peran dan
Perlindungan K3 | SMK3 dan efektivitas kewenangan
di PT. Cipta Mutu | kurangnya pengawasan BLKI dalam
Konstruksi SDM. Baru dan hambatan penegakan
Metode: Yuridis | sebagian kecil implementasi. pengawasan
empiris perusahaan K.

menjalankan
SMKa.

7. Risal Ibran Saisab | Menjabarkan Persamaan dari | Penelitian ini
(2022) fungsi penelitian ini fokus pada
Judul: Tugas dan | pengawasan yaitu pelaksanaan
Wewenang umum dan membahas konkret
Pegawai spesialis, tugas dan pengawasan
Pengawas pentingnya fungsi oleh BLKI
Metode: Studi SDM pengawas, | pengawassn K3 | Singosari dan
kepustakaan integritas, dan magashid

efektivitas syariah.
pengawasan.

8. Verry Korua Menganalisis Persamaan dari | Penelitian ini
(2023) kewenangan penelitian ini mengevaluasi
Judul: Tinjauan pengawas serta | yaitu menilai konkret
Hukum harmonisasi kekuatan pelaksanaan
Perlindungan sanksi UU No. | hukum dan pengawasan
Hukum K3 1/1970 dan UU | penerapan K3 oleh UPT
Metode: Yuridis | No. 13/2003. pengawasan BLKI.
normatif Ka3.

9. Visca Natasa Disnaker Persamaan dari | Penelitian ini
Amelia (2023) bertanggung penelitian ini fokus pada
Judul: Tinjauan jawab atas yaitu peran
Figh Siyasah kelembagaan menggunakan pengawas
terhadap Peran K3, sarpras, dan | pendekatan BLKI
Disnaker Provinsi | SDM. Ditinjau | normatif Islam | Singosari dan
Lampung melalui figh dan K3 penegakan
Metode: siyasah. langsung
Deskriptif empiris Syarat

keselamatan.

10 | Afrian Rivai Pengawasan di | Persamaan dari | Penelitian ini
(2023) PT VDNI penelitian ini menekankan
Judul: Analisis mengacu yaitu peran khusus

Pengawasan K3
di Sultra
Metode: Empiris

Permenaker No.

33/2016 dan No.

5/2018.

pengawasan K3

BLKI
Singosari dan
magashid
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Terdapat syariah dalam
kendala jumlah pengawasan
pengawas dan K.

sarana.

B. Landasan Teori

Sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum,

peneliiti menyusun landasan atau kerangka teori dalam penelitian ini. Teori-

teori yang dipilih memiliki relevansi dengan judul penelitian yang diangkat.

Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a.

Pengertian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah
satu aspek perlindungan tenaga kerja yang menjadi perhatian utama
dalam dunia ketenagakerjaan. Secara etimologis, K3 terdiri dari dua
konsep yang saling berkaitan namun memiliki makna berbeda, yaitu
keselamatan kerja (occupational safety) dan kesehatan Kkerja
(occupational health).

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 memberikan definisi
resmi bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja
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dan penyakit akibat kerja.3? Definisi ini menegaskan bahwa K3
bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah sistem
perlindungan yang menyeluruh dan berorientasi pada pencegahan.

Selain definisi normatif, para ahli juga mengemukakan
pengertian K3 dari perspektif yang beragam. Menurut Moh. David
syarifuddin dalam penelitiannya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) merupakan upaya atau pemikiran serta penerapannya yang
ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani
maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya
serta hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja.3® Pengertian ini menekankan definisi secara
menyeluruh pada K3 yang tidak hanya menyentuh aspek fisik tetapi
juga aspek mental dan kesejahteraan tenaga kerja secara
keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, K3 juga didefinisikan
sebagai langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan kerja
yang sehat dan aman, dengan tujuan mengurangi kemungkinan
terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang

dapat mengakibatkan penurunan semangat dan produktivitas kerja.®*

32 pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

33 Moh. David Syarifudin, Silvi Rushanti, Afiff Yudha Tripariyanto. “Analisis Risiko Keselamatan
Kesehatan Kerja (K3) Karyawan dengan Metode Hirarc di UD. Fuad Las Jaya”, Venus: Jurnal
Publikasi Rumpun IImu Teknik, 3, No. 5 (2025): 4 https://doi.org/10.61132/venus.v3i5.1083

3 Isnaini Alya Amanda D, Asni Zahara, Rahmah Dwi Asti, Abdurrozzaq Hasibuan. “Pengaruh
Implementasi Sistem Manajemen K3 terhadap Kinerja Operasional di Industri Manufaktur:
Literature Review”, DIAGNOSA: Jurnal llmu Kesehatan dan Keperawatan, 3 No. 2 (2025): 175.
https://doi.org/10.59581/diagnosa-widyakarya.v3i2.4938
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Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
K3 adalah segala upaya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan
jasmani dan rohani tenaga kerja, mencegah kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang
aman, nyaman, dan produktif. K3 bukan sekadar kewajiban hukum,
melainkan juga merupakan investasi sumber daya manusia yang
berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan tenaga
kerja.

b. Tujuan

Penyelenggaraan K3 memiliki tujuan yang bersifat ganda,
yakni melindungi tenaga kerja sekaligus meningkatkan
produktivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2012, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bertujuan untuk
pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
Kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh,
dan/atau serikat pekerja serta menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.*

Kementerian Ketenagakerjaan RI secara lebih lanjut dalam

Profil K3 Nasional juga menegaskan bahwa K3 memiliki nilai-nilai

3% Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
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penting dan strategis yang penerapannya memberikan manfaat pada
setiap aspek kehidupan manusia, serta memberikan manfaat dalam
setiap kegiatan bisnis dan mendukung kemajuan pembangunan yang
berkualitas dan berkelanjutan pada aspek sumber daya manusia,
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun sebaliknya, mengabaikan
K3 mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang
sering menimbulkan korban luka-luka, cacat, dan kematian, yang
mengakibatkan penderitaan bagi pekerja dan keluarganya serta
kerugian bagi pengusaha akibat kehilangan sumber daya manusia
sebagai aset penting (human capital asset) dan penurunan
produktivitas.*
c. Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam mengukur penerapan K3 di tempat kerja, diperlukan
indikator yang terukur dan menyeluruh. Penerapan SMK3
berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 meliputi struktur organisasi,
perencanaan, pelaksanaan, penerapan, tanggung jawab, pengkajian,
pemeliharaan kebijakan K3, dan capaian penerapan SMK3 di

perusahaan untuk pengendalian risiko kecelakaan kerja.®’

3% Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nasional  Indonesia  Tahun 2022  Jakarta:  Kemnaker RI, (2022) 107-112,
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-

public/2022/10/files/publikasi/1675652225177 Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf

37 Agustina & Utari, "Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 di Perusahaan Manufaktur X Tahun
2024," Human Error and Safety, 1, No. 2 (2024): 126-144.
https://doi.org/10.61511/hes.v1i2.2024.1416
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Berdasarkan ketentuan tersebut serta berbagai kajian akademis,
indikator K3 dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Komitmen dan Kebijakan
Indikator pertama adalah adanya komitmen manajemen dan
kebijakan K3 yang tertulis. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun
2012, kebijakan K3 yang ada di perusahaan ditulis dengan isi
mencakup tujuan dan sasaran K3, terdapat tanggal,
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, serta tertulis
pernyataan komitmen perusahaan terkait pelaksanaan K3 di
tempat kerjanya. Kebijakan yang disusun juga melalui proses
konsultasi dengan wakil tenaga kerja.®® Tanpa adanya komitmen
ini, seluruh program K3 tidak akan berjalan secara efektif dan
berkelanjutan.
2) Perencanaan
Perencanaan K3 mencakup identifikasi bahaya, penilaian
risiko, dan pengendalian risiko secara sistematis. Setiap kegiatan
dalam perencanaan K3 dilaksanakan berdasarkan identifikasi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.3® Tahapan ini menjadi

pondasi bagi seluruh program K3 karena tanpa identifikasi

38 Agustina & Utari, "Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 di Perusahaan Manufaktur X Tahun
2024," Human Error and Safety, 1, No. 2 (2024): 126-144.
https://doi.org/10.61511/hes.v1i2.2024.1416

39 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
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bahaya yang menyeluruh, upaya pengendalian risiko tidak akan
tepat sasaran.
3) Penerapan dan Operasional
Indikator ini mengukur sejauh mana program K3
diimplementasikan secara nyata di tempat kerja. Penerapan
SMK3 telah dilakukan melalui kebijakan K3, perencanaan
program, penyediaan alat pelindung diri, serta penerapan Standar
Operasional Prosedur (SOP).“° Indikator operasional ini
mencakup penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai
dengan jenis pekerjaan, pelaksanaan pelatinan K3 bagi tenaga
kerja, serta prosedur tanggap darurat.
4) Pengukuran dan Evaluasi
Dalam rangka pemantauan, melalui pemeriksaan, pengujian,
pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber
daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak
mempunyai sumber daya manusia yang memadai, dapat
menggunakan pihak lain.* Kementerian Ketenagakerjaan
membedakan dua jenis indikator dalam pengukuran K3, yaitu
indikator proses (leading indicator) dan indikator hasil/outcome

(lagging indicator). Pencapaian lagging indicator yang mencakup

40 Budianingsih, dkk., "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk
Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium,” Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr.
Soetomo, 12 no. 1 (2026): 330-333. https://dx.doi.org/10.29241/jmk.v12i1.2574

41 pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
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tingkat kejadian (frequency rate), tingkat keparahan (severity
rate), dan tingkat kematian (fatality rate) kasus kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja menjadi tolok ukur keberhasilan
penerapan K3 secara nasional.*?
5) Tinjauan Ulang dan Peningkatan Berkelanjutan
Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMKS3,
dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala.*?
Indikator ini mencerminkan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA)
yang menjadi basis penerapan SMKS3 berdasarkan PP Nomor 50
Tahun 2012. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang
secara rutin meninjau penerapan SMK3 memiliki tingkat
keefektifan yang lebih tinggi dan dapat menekan angka
kecelakaan kerija secara signifikan.**
6) Kondisi dan Lingkungan Tempat Kerja
Indikator K3 juga mencakup kondisi fisik lingkungan kerja.
Faktor penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat

berasal dari kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, kurangnya

42 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nasional  Indonesia  Tahun 2022, Jakarta: Kemnaker Rl  (2022): 118-119.
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-

public/2022/10/files/publikasi/1675652225177 Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf

43 pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4 Made Adhyatma Prawira Natha Kusuma, Komang Angga Prihastini, | Gusti Agung Haryawan,
Ni Made Citra Aryani, "Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMKQ) pada PT UAI Berdasarkan Kriteria Awal PP No. 50 Tahun 2012," PREPOTIF: Jurnal
Kesehatan Masyarakat, 7 No. 2 (2023): 1558-1560. https://doi.org/10.31004/prepotif.v7i1.18174
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pengetahuan pekerja, lemahnya pengawasan, hingga minimnya
komitmen manajemen dalam menerapkan standar K3.** Oleh
karena itu, pengelolaan lingkungan kerja yang meliputi sanitasi,
pencahayaan, kebisingan, penanganan bahan berbahaya dan
beracun (B3), serta fasilitas P3K menjadi bagian integral dari

indikator K3 yang tidak dapat diabaikan.

2. Teori Magashid Syariah

a. Pengertian
Secara etimologi, magashis syariah terdiri dari dua kata yaitu
magqashiddan al-syari’ah. Maqashid (2<l%) adalah bentuk jamak
dari kata gasd ( ~<% ), maqsh atau qushud berasal dari fi’il gasada
yagsudu yang memiliki arti yaitu tujuan, arah, tengah-tengah dan
adil.*® Sedangkan secara istilah, menurut imam Al-Ghazali,
magqashid syariah adalah segala upaya menjaga kelestarian dengan
menghindari segala bentuk mudarat dan meraih sebanyak mungkin
kemaslahatan.*’
b. Tujuan Magashid Syariah
Tujuan utama dari maqashid syariah adalah Untuk menjaga

kebermanfaatan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari

4 Sukma Ayu Raganingtyas, Tanto Prima, Mardiyah, “Pemahaman Konseptual Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3): Tinjauan Sistematis terhadap Penyebab dan Pencegahan Kecelakaan Kerja”,
4 No. 2 (2025): 161-162. https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5034

4 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas Figh Aglliyyat dan Evolusi Maqgashid al-Syari’ah dari
Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178-179.

47 Paryadi,”Magqashid Syariah: definisi dan pendapat para ulama’”, Jurnal IAIS Ambas, 4 No 2
(2021): 208, https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586
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berbagai kerusakan, baik di kehidupan dunia maupun akhirat, tujuan
tersebut diwujudkan melalui adanya aturan berupa perintah dan
larangan (taklif). Sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung
pada pemahaman terhadap sumber hukum pokok, yakni Al-Qur’an
dan hadis.*® Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan syariah
pada dasarnya tidak lahir tanpa tujuan, melainkan dirancang untuk
memastikan tercapainya keseimbangan hidup manusia. Dengan
memahami magashid syariah, seseorang tidak hanya melihat hukum
sebagai rangkaian kewajiban yang harus ditaati, tetapi juga sebagai
panduan yang memberikan perlindungan, kemaslahatan, serta arah
yang jelas dalam menghadapi kehidupan.
c. Pokok-pokok Magashid Syariah

Menurut Imam Al-Ghazali, pokok-pokok magashid syariah

dibagi menjadi 5 pokok, yaitu
1) Memelihara Jiwa (An-nafs)

Agama islam telah mengajarkan untuk melindungi nyawa
seluruh umat manusia dengan cara menjaga kesehatan jasmani
dan rohani.

2) Memelihara Harta (Al-mal)
Harta merupakan segala bentuk kepemilikan yang

diperoleh seseorang melalui usaha untuk memenuhi kebutuhan

%8 Muhammad Nur Igbal, Faisar AnandaArfa, Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam
Perspektif Magashid Al-Syari’ah”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5, No. 1 (2023): 4888-4889,
https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763

39


https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763

hidupnya. Akan tetapi, dalam perspektif maqashid syari‘ah,

proses memperoleh kekayaan tersebut dibatasi oleh tiga

prinsip pokok, yaitu harus didapatkan dengan cara yang halal,

digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariat,

serta dibelanjakan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.
3) Memelihara Agama (Ad-din)

Makna dari menjaga agama adalah Allah memerintahkan
umat manusia untuk tetap menjaga ibadah mereka kepada Nya
dengan cara beribadah wajib sesuai rukun islam meskipun di
tengah kesibukan sehari-hari.

4) Memelihara Akal (Al-aql)

Agama islam mewajibkan untuk menjaga akal mereka agar

terjauh dari kemudharatan karena kurangnya menjaga akal.
5) Memelihara Keturunan (An-nash)

Menjaga keturunan berarti memastikan keberlanjutan
kehidupan manusia serta mencegah punahnya generasi,
dengan berpegang pada upaya yang mendatangkan kebaikan

baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.

3. Tugas pokok dan fungsi UPT BLKI
Secara normatif, tugas pokok dan fungsi UPT Balai Latihan
Kerja Industri (BLKI) Singosari diatur oleh regulasi provinsi. Pergub
Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 menetapkan bahwa UPT Balai Latihan

Kerja sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan

40



Transmigrasi memiliki tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang pelaksanaan pelatinan kerja, pengembangan pengetahuan
berdasarkan klaster kompetensi, ketatausahaan, dan pelayanan
masyarakat”.*® Fungsi utama UPT tersebut meliputi penyusunan
perencanaan program dan kegiatan UPT, pengembangan metode dan
kurikulum pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi,
penempatan lulusan, pemanfaatan sarana prasarana pelatihan,
kerjasama pelatihan dengan pihak terkait, pengadministrasian, serta
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.®® Rumusan ini
menggambarkan bahwa UPT BLKI Singosari berkewajiban
menyediakan pembinaan teknis melalui program pelatihan dan
sertifikasi, serta mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Dalam konteks K3, peran pembinaan tersebut ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran dan kemampuan perusahaan dalam memenubhi
standar keselamatan kerja.

Selain fungsi pelatihan, UPT BLKI Singosari juga memiliki
kewenangan strategis dalam pengawasan K3 di lapangan.
Berdasarkan  proposal penelitian, UPT BLKI Singosari
melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan, menerbitkan nota
pemeriksaan, merekomendasikan sanksi administratif, dan

melaporkan pelanggaran dengan unsur pidana kepada aparat

49 Pasal 6 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan

transmigrasi.

>0 Pasal 7 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan

transmigrasi.
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penegak hukum. Kewenangan ini sejalan dengan amanat Pergub
Jatim No. 62/2018 Pasal 16 yang menyatakan bahwa “UPT
Keselamatan Kerja ... mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis Dinas di bidang pengujian, pemeriksaan, pengkajian
teknis dan pelatihan di bidang keselamatan, higiene perusahaan dan
kesehatan kerja”.®' Selanjutnya Pasal 17 merinci fungsi-fungsi
pendukung, antara lain perencanaan program UPT, pelaksanaan
pengujian dan pelatihan K3, penyusunan kerja sama dengan instansi
terkait, pengembangan mutu laboratorium,  administrasi
ketatausahaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.®? Dengan
demikian, UPT BLKI Singosari secara resmi memiliki mandat
teknis yang mencakup pembinaan dan pelatihan sumber daya
manusia, sekaligus peran pengawas lapangan. Dalam pelaksanaan
pengawasan K3, UPT ini berfungsi melakukan pembinaan (seperti
penyuluhan dan pelatinan K3), inspeksi ke perusahaan, serta
penegakan sanksi (administratif maupun rekomendasi pidana)
terhadap pelanggaran keselamatan kerja. Tugas dan fungsi tersebut
menunjukkan bahwa UPT BLKI Singosari menempati posisi
strategis dalam memastikan perlindungan jiwa pekerja (hifzh al-
nafs), sesuai kerangka hukum positif dan prinsip Magashid Syariah

dalam keselamatan kerja.

51 Pasal 16 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan

transmigrasi.

52 Pasal 17 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan

transmigrasi.
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metodologi penelitian merupakan teknik yang diterapkan untuk
mencari, mengumpulkan, menganalisis, serta mengolah data yang
dikembangkan dengan tujuan untuk menguji validitas suatu penelitian.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau
penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu bentuk
penelitian hukum yang berfokus pada analisis serta kajian tentang
bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.>® Dengan arti lain,
penelitian hukum empiris adalah penelitian yang data utamanya diperoleh
secara langsung dari masyarakat atau melalui data primer. Penelitian ini
dilakukan pada kondisi nyata yang terjadi di ruang lingkup pengawas
ketenagakerjaan Kabupaten Malang, kemudian dilakukan analisis untuk
mengumpulkan data yang relevan dan diidentifikasi untuk mendapatkan
jawaban atas rumusan masalah. Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk
kesadaran hukum atas pelaksanaan K3 di wilayah Kabupaten Malang.

2. Pendekatan Penelitian

>3 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, Mataram University Press, 1st ed., vol. 1 (Mataram-
NTB: Mataram University Press, 2020), 89
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Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis atau disebut
pendekatan secara sosio-legal merupakan bentuk pendekatan dengan
mengkaji aturan hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama
pembahasan.>* Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini
agar bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran hukum K3 yang
diterapkan di wilayah industri Kabupaten Malang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini
adalah Pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Malang yang bertempat di
UPT BLK Singosari alamat JI. Raya Singosari, Song Song, Ardimulyo,
Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153. Alasan pemilihan
lokasi penelitian ini adalah dikarenakan peneliti mendapatkan data yang
dibutuhkan untuk penelitian terkait pengawasan K3 di wilayah Kabupaten
Malang.

4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan peneliti
langsung dari sumber utamanya. Sumber data primer bisa berupa
narasumber yaitu pengawas ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari dan

objek atau peristiwa yang diteliti. Data ini belum pernah dicatat atau

>4 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka,
2nd ed., vol. 2 (Sukoharjo-Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020), 47.
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dipublikasikan sehingga disebut data baru atau up to date. Untuk
memperoleh data primer, peneliti mengadakan kontak langsung dengan
sumbernya melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam dan
observasi di lembaga terkait. Karena diperoleh langsung dari sumber
utama, data primer memiliki tingkat keakuratan tinggi dan relevan
dengan masalah penelitian yang sedang dikaji.>®> Dalam penelitian ini
data primer diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi
secara langsung kepada pihak Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten
Malang.
Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada suatu penelitian merupakan data yang
didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak
secara langsung seperti pada data primer.®® Data sekunder menjadi
bahan penjelas, pelengkap atau data dukung dari adanya data primer.
Dalam penelitian hukum, data sekunder juga dapat diistilahkan dengan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan
kepustakaan yang diambil melalui undang-undang (UU No. 1 tahun
1970), peraturan (Perda Prov. Jatim No. 8 Tahun 2016), yurisprudensi,
hasil penelitian, skripsi, jurnal ilmiah, tesis, disertasi dan lain sebagainya

berkaitan dengan hukum yang akan dikaji.

5. Metode Pengumpulan Data

> Slamet Widodo et al., Buku Ajar Metode Penelitian (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct,

2023), 131

>6 Slamet Widodo et al., Buku Ajar Metode Penelitian (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct,

2023), 132
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Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk

mendapatkan data dan merupakan langkah yang umum dilakukan dalam
penelitian agar tertata dan sistematis.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya
secara langsung kepada narasumber yaitu pengawas ketenagakerjaan
UPT terkait. Metode wawancara dilakukan dengan bertemu secara
langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang
dibutuhkan.®” Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa
pendapat, pandangan atau pengalaman dari narasumber terkait dengan
topik yang akan diteliti. Proses wawancara dilakukan sesuai dengan
prosedur yang telah diberikan berdasarkan surat balasan izin penelitian
yaitu dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang telah disusun
untuk mendapatkan jawaban yang utuh dalam menjawab setiap rumusan
masalah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dokumentasi

Dokumentasi menjadi bukti keakuratan dalam suatu proses
penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara menela’ah dokumen
resmi pengawas ketenagakerjaan berdasarkan kasus yang telah
ditangani dan digunakan sebagai penunjang keakuratan selama proses

penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang

>7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, him.

137.
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mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dengan memerhatikan
konteks, hubungan, dan makna yang terkandung dalam dokumen
tersebut.>®
6. Metode Pengolahan Data
Setelah melakukan pengumpulan data, pengolahan data dilakukan untuk
proses menganalisis data yang telah didapatkan sehingga dapat memberikan
hasil yang diinginkan. Dalam proses pengolahan data dibagi menjadi 5
(lima) tahap, yaitu:>°
a. Pemeriksaan
Pemeriksaan data atau editing merupakan tahap untuk meninjau
kembali kelengkapan data atau mengoreksi data yang sudah
dikumpulkan atau direkap baik itu data primer maupun data sekunder.
Pemeriksaan data ini bertujuan agar data yang telah diperoleh
benarbenar sesuai, akurat, dan lengkap. Dalam suatu penelitian
diperlukan adanya ketelitian dalam setiap proses pengambilan data
sehingga tahap pemeriksaan data ini menjadi bagian penting yang tidak
terpisahkan.
b. Kilasifikasi
Klasifikasi merupakan bentuk pengelompokkan serta memilih data
untuk dapat disajikan secara detail sehingga ditemukan hasil yang akurat

dan mampu menjawab persoalan yang ada. Hal ini dapat dilakukan

8 Heni Julaika Putri & Sri Murhayati, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif,” Jurnal
Pendidikan Tambusai 9, no. 2 (2025): 13082, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063
59 Slamet Widodo et al., Buku Ajar Metode Penelitian (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct,
2023), 131-133
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melalui pensortiran jawaban-jawaban hasil wawancara oleh informan
untuk memudahkan dalam mencari hasil suatu penelitian.
Verifikasi

Verifikasi merupakan proses dalam memastikan data yang telah
diperoleh untuk menjamin validitas suatu data penelitian. Hal ini
dilakukan untuk memastikan kembali data-data tersebut secara benar
dilakukan. Dalam tahap ini juga menjadi tahap dalam memastikan objek

penelitian tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap pengolahan data dari data primer
dan data sekunder untuk menghasilkan pembahasan yang proporsional
sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif
digunakan untuk menyusun hasil penelitian terhadap permasalahan yang
ada. Analisis deskriptif dilakukan melalui proses menguraikan data,
menginterpretasikan data serta memahami hubungan data untuk dapat
menjelaskan hasil pembahasan yang mudah dipahami.

Kesimpulan

Tahap kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam pengolahan data
penelitian yang berupa ringkasan jawaban berasal dari data-data
informan maupun kepustakaan sehingga memperoleh hasil akhir yang

akurat sesuai dengan tema penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPT BLKI Singosari dan Pengawas

Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang

UPT BLKI Singosari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di
bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang
bertugas dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi
tenaga kerja, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta
mendukung fungsi pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten
Malang. UPT ini berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,
tepatnya di kawasan yang strategis di utara Kota Malang yang mudah

diakses dari berbagai desa dan pusat industri di kabupaten tersebut.®°

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten tertua di
Provinsi Jawa Timur. Pembentukannya bermula pada masa pemerintahan
kolonial Hindia Belanda dan secara administratif terus berkembang hingga
setelah masa kemerdekaan Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah
yang besar dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari pegunungan
hingga kawasan pesisir selatan. Keanekaragaman wilayah ini berdampak

pada tumbuhnya berbagai sektor ekonomi seperti industri manufaktur,

60| embaga Administrasi Negara, Manajemen Ketenagakerjaan, Jakarta: LAN Press, 2018, him. 44.
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pertanian, perdagangan, usaha kecil dan menengah, hingga pariwisata.5!
Pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan
terhadap sistem ketenagakerjaan yang tertib, aman, dan sesuai dengan

standar nasional, terutama dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan tingginya jumlah perusahaan dan aktivitas industri di
Kabupaten Malang, kebutuhan terhadap pengawasan ketenagakerjaan
menjadi semakin penting. Setelah diberlakukannya kebijakan alih
kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah kabupaten/kota
ke pemerintah provinsi, para pengawas ketenagakerjaan ditempatkan di
UPT BLKI Singosari sebagai kantor operasional untuk wilayah Kabupaten
Malang. Penempatan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
pembinaan serta memperkuat koordinasi antara fungsi pelatihan vokasi
yang ada di UPT dengan fungsi pemeriksaan serta pengawasan pemenuhan

K3 di perusahaan-perusahaan.®?

Keberadaan pengawas ketenagakerjaan di lingkungan UPT BLKI
Singosari menjadikan lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pusat
pelatihan tenaga kerja, tetapi juga sebagai pusat penguatan regulasi
ketenagakerjaan, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi
standar keselamatan dan kesehatan kerja. Peran ini sangat penting karena

pengawasan K3 merupakan salah satu instrumen negara untuk menjamin

61 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Kabupaten Malang Dalam Angka, Malang: BPS, 2022,

62 Asep Suherman, “Implementasi Alih Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan ke Provinsi”,
Jurnal Ilmu Ketenagakerjaan, Vol. 5 No. 2, 2020, him. 88.
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perlindungan keselamatan pekerja dan mencegah terjadinya kecelakaan
kerja di lingkungan industri.® Dengan demikian, UPT BLKI Singosari
berfungsi ganda yaitu sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja
dan sebagai basis operasional pengawas ketenagakerjaan yang bertugas
melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan aturan K3 di wilayah

Kabupaten Malang.

Di luar fungsi pembinaan dan pengawasan lapangan yang telah
diuraikan sebelumnya, UPT BLKI Singosari memiliki peran tersendiri
dalam pemenuhan K3 yang bersumber langsung dari tugas pokoknya
sebagai lembaga pelatihan kerja, yaitu melalui penyelenggaraan pelatihan
vokasi berbasis kompetensi. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional mengamanatkan bahwa setiap
program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh
lembaga pelatihan kerja pemerintah, termasuk Balai Latihan Kerja, wajib
mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).%*
Pada berbagai kejuruan pelatihan seperti pengelasan, kelistrikan, maupun
pengoperasian alat berat yang diselenggarakan di UPT BLKI Singosari,

SKKNI yang menjadi acuan kurikulum turut memuat unit kompetensi

8 Endang P. Sudrajat, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bandung: Alfabeta, 2017, him. 23.
64 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
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keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian yang wajib dikuasai peserta

sebelum dinyatakan kompeten dan memperoleh sertifikat.®®

Dengan demikian, setiap peserta yang lulus dari UPT BLKI
Singosari telah dibekali pemahaman dan keterampilan dasar K3 sesuai
bidang kejuruannya sebelum memasuki dunia kerja. Peran ini menempatkan
UPT BLKI Singosari sebagai instrumen preventif-edukatif dalam
pemenuhan K3, yaitu mencegah potensi kecelakaan kerja sejak tahap
pembekalan kompetensi tenaga kerja (sisi hulu), yang berbeda sekaligus
saling melengkapi dengan peran represif-korektif yang dijalankan pengawas
ketenagakerjaan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap

perusahaan yang telah beroperasi (sisi hilir).®

Selain pelatihan dan sertifikasi, UPT BLKI Singosari turut berperan
menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang mensimulasikan kondisi
kerja industri, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) dan prosedur
kerja aman, sehingga peserta terbiasa menerapkan budaya keselamatan
kerja sejak masa pelatihan.®” Sarana-prasarana tersebut juga menjadi basis
kerja sama pelatihan dengan perusahaan mitra di wilayah Kabupaten

Malang, sebagaimana termasuk dalam fungsi UPT untuk menjalin

8 Yeni Nuraeni, dkk., "Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam Menyediakan Tenaga
Kerja pada Dunia Usaha dan Industri,” Jurnal Ketenagakerjaan 17, No. 1 (2022): 20,
https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.124.

% Asep Saepul Muharam, dkk., "Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," Jurnal Ketenagakerjaan 17, No. 2 (2022): 122,
https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.149.

67 Pasal 7 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan
transmigrasi.
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kerjasama pelatihan dengan pihak terkait. Dengan demikian, peran UPT
BLKI Singosari dalam pemenuhan K3 bersifat genuin dan melekat pada
mandatnya sendiri sebagai lembaga pelatihan, terlepas dari fungsi
pengawasan Yyang dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan yang

berkantor di dalamnya.

. Peran UPT BLKI Singosari dan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
Pemenuhan K3 di Kabupaten Malang Berdasarkan Regulasi
Ketenagakerjaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen
penting yang dijalankan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap
perusahaan memenuhi standar keselamatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan,
pengawasan K3 tidak hanya berfungsi menilai kepatuhan, tetapi juga
menjadi mekanisme preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah
berpengaruh langsung terhadap meningkatnya implementasi standar
keselamatan pada perusahaan.

Di tingkat provinsi, fungsi pengawasan K3 dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa wilayah. Salah satu UPT
yang memiliki cakupan wilayah luas adalah UPT BLKI Singosari, yang

membawahi pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Malang.
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Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi dasar
operasional UPT BLKI Singosari ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran pembagian
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, pemerintah  pusat
menetapkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, bukan lagi oleh pemerintah
kabupaten/kota.®® Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan K3
di Kabupaten Malang secara struktural berada di bawah koordinasi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, termasuk
pelaksanaannya melalui UPT BLKI Singosari.

Pengaturan  teknis mengenai bagaimana  pengawasan
ketenagakerjaan harus dijalankan diatur melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan
dilakukan untuk menjamin ditaatinya norma ketenagakerjaan, termasuk
keselamatan dan kesehatan kerja.%® Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1)
menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu
pemeriksaan, pembinaan, dan penegakan hukum apabila ditemukan
pelanggaran.’® Ketentuan ini menjadi dasar bagi peran pengawas umum dan

pengawas spesialis di UPT BLKI Singosari dalam melakukan pemeriksaan

8 Pasal 219-220 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8 Pasal 2 ayat 1 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
70 Pasal 3 ayat 1 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
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awal, penerbitan nota pemeriksaan, serta pembinaan terhadap perusahaan
yang belum memenuhi standar K3.

Selain aturan mengenai tata cara pengawasan, ketentuan teknis
mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan periksa
uji alat K3 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan
Angkut. Pada Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap pesawat angkat dan
angkut wajib diperiksa dan diuji sebelum digunakan dan selama digunakan
secara berkala.”* Pasal 7 ayat (1) juga mengatur bahwa pemeriksaan dan
pengujian tersebut harus dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan atau
lembaga yang ditunjuk.”? Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi proses
periksa uji teknis yang dilakukan oleh pengawas spesialis di UPT BLKI
Singosari sebelum penerbitan surat keterangan laik operasi.

Dalam struktur UPT BLKI Singosari, pengawasan K3 dilaksanakan
oleh dua jenis pengawas, yaitu pengawas umum dan pengawas spesialis.
Berdasarkan hasil wawancara, pengawas umum menjadi pihak pertama
yang turun ke perusahaan untuk melakukan pemotretan kondisi alat K3,
termasuk memeriksa apakah alat tersebut telah memenuhi persyaratan
administrasi seperti kelengkapan surat keterangan laik operasi. Jika
ditemukan alat seperti forklift atau pesawat angkat yang belum memiliki

legalitas, pengawas umum kemudian melakukan pemeriksaan langsung dan

"l pasal 5 ayat 1 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pesawat Angkat dan Angkut
72 pasal 7 ayat 1 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pesawat Angkat dan Angkut
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menerbitkan nota pemeriksaan sebagai sarana pembinaan.”® Pembinaan
melalui nota pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam
penyelenggaraan pengawasan karena memberikan waktu dan instruksi bagi
perusahaan untuk memenuhi standar keselamatan.

Setelah nota pemeriksaan diterbitkan, proses pengawasan berlanjut
pada tahap periksa uji teknis oleh pengawas spesialis. Tahap ini memastikan
bahwa alat benar-benar memenuhi standar keselamatan sebelum
dioperasikan. Hasil periksa uji akan menjadi dasar penerbitan surat
keterangan laik operasi, yaitu dokumen resmi yang menyatakan bahwa alat
aman digunakan.” Hal semacam ini menunjukkan bahwa pemeriksaan
teknis berkontribusi signifikan dalam menurunkan risiko kecelakaan kerja
akibat kegagalan alat atau kelalaian teknis.

Selain menjalankan pemeriksaan melalui pengawas umum dan
pengawas spesialis, UPT BLKI Singosari memiliki peran kelembagaan yang
berfungsi sebagai pusat koordinasi pengawasan ketenagakerjaan di wilayah
Kabupaten Malang. Secara kelembagaan, UPT bertugas melakukan
pendataan perusahaan dan peralatan K3, menyusun rencana penugasan
pemeriksaan bagi para pengawas, serta mengelola administrasi pengawasan
mulai dari penerimaan permohonan uji, pengarsipan dokumen pemeriksaan,
hingga penyampaian laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Timur. Penelitian menunjukkan bahwa peran UPT sebagai

3 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
"4 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

56



penghubung antara pengawas lapangan dan pemerintah provinsi sangat
penting untuk memastikan keterpaduan proses pengawasan serta alur
pembinaan perusahaan berjalan sistematis.”® Temuan wawancara dengan
pengawas UPT BLKI Singosari juga menguatkan hal ini, di mana setiap
pemeriksaan, baik pemeriksaan awal maupun pemeriksaan teknis, hanya
dapat dilakukan setelah adanya surat perintah tugas dari UPT.”® Dengan
demikian, fungsi koordinatif UPT BLKI Singosari menjadi instrumen
penting untuk menjamin bahwa seluruh proses pengawasan K3 berjalan
terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain pengawas pemerintah, terdapat pula perusahaan jasa K3
(PIJK3) yang berwenang melakukan periksa uji untuk jenis alat tertentu.’’
Namun, berdasarkan temuan wawancara, masih banyak perusahaan di
Kabupaten Malang yang belum memahami bahwa alat K3 wajib menjalani
periksa uji sebelum dioperasikan. Rendahnya pemahaman terhadap
kewajiban legalitas alat menyebabkan banyak perusahaan belum memenubhi
standar keselamatan yang seharusnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat literasi perusahaan mengenai
regulasi K3 menjadi salah satu penentu kepatuhan terhadap standar

keselamatan.

S Putu Gede Dharma Putra Pratama, Komang Satria Wibawa Putra, Anak Agung Ayu Intan
Puspadewi,Dewa Ayu Putri Sukadana. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pekerja
Harian Lepas”, Al-Zayn: Jurnal llmu Sosial & Hukum, 3, No. 6 (2025), hal 10490,
https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2811

6 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
" Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
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Dari sisi internal UPT BLKI Singosari, terdapat beberapa kendala
struktural yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Salah satunya adalah
keterbatasan jumlah pengawas spesialis yang tidak sebanding dengan
jumlah alat dan perusahaan yang harus diawasi. Wawancara
mengungkapkan bahwa diklat pengawas spesialis tidak dibuka sejak 2019
hingga 2025 sehingga proses regenerasi SDM terhambat, sementara
sebagian pengawas spesialis telah pensiun. Kendala lainnya adalah adanya
regulasi yang belum dilengkapi sanksi tegas sehingga menyulitkan proses
penegakan hukum dalam kasus pelanggaran tertentu, seperti pada alat
keselamatan tertentu yang aturannya masih bersifat instruksional.”

Meskipun regulasi ketenagakerjaan telah memberikan kerangka
yang jelas mengenai standar K3 dan tata cara pengawasan, temuan lapangan
menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik
implementasi di Kabupaten Malang. Regulasi seperti Permenaker Nomor 33
Tahun 2016 mengatur bahwa pengawasan harus dilaksanakan melalui
pemeriksaan, pembinaan, dan penegakan hukum apabila ditemukan
pelanggaran.’® Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa penegakan
hukum belum dapat berjalan optimal karena jumlah pengawas spesialis
terbatas dan sebagian aturan teknis belum dilengkapi sanksi tegas.® Kondisi

ini menyebabkan pengawasan lebih mengutamakan pendekatan pembinaan

8 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
79 Pasal 3 ayat 1 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
80 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
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daripada penerapan sanksi formal, meskipun regulasi telah memberikan
ruang untuk tindakan penegakan hukum.

Selain itu, ketentuan teknis dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021
yang mewajibkan pemeriksaan dan periksa uji pesawat angkat dan angkut
sebelum alat dioperasikan belum sepenuhnya dipahami oleh perusahaan.®!
Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum
mengetahui kewajiban legalitas alat, sehingga kepatuhan terhadap
pemeriksaan berkala rendah.®? Temuan ini sejalan dengan penelitian
akademik yang menyatakan bahwa rendahnya literasi regulasi K3 pada
perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab tidak optimalnya
implementasi standar keselamatan, terutama pada sektor industri
menengah.®

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan penerapan di lapangan
tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya
ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan
pengawasan dan pemahaman perusahaan sebagai objek binaan. Dalam
konteks ini, UPT BLKI Singosari dihadapkan pada tantangan struktural dan
operasional untuk menjembatani gap tersebut melalui pembinaan intensif,

sosialisasi regulasi, serta optimalisasi mekanisme pemeriksaan dan periksa

81 Pasal 5-7 ermenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat
Angkat dan Angkut

82 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan

8 Novalia Krisyanti, Nugrahadi Dwi Pasca Budiono, “Pengaruh Budaya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) terhadap Unsafe Action Pada Pekerja di PT. X Divisi Fabrikasi Baja”, Jurnal
Kesehatan lImiah Indonesia, 9 No. 2 (2024), him 5,
https://jurnal.unar.ac.id/index.php/health/article/download/1766/1047
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uji. Dengan demikian, upaya memperkuat implementasi regulasi
memerlukan penguatan sumber daya pengawas sekaligus peningkatan
kesadaran perusahaan terhadap kewajiban pemenuhan K3 yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun berbagai kendala tersebut muncul, UPT BLKI Singosari
tetap mengoptimalkan perannya melalui pendekatan pembinaan dan
kunjungan perusahaan secara berkala. Dalam pandangan penulis, strategi
pembinaan ini merupakan langkah realistis dan adaptif, mengingat kondisi
di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum memahami
regulasi K3 secara menyeluruh. Selain itu, berbagai penelitian juga
menegaskan bahwa intensitas pembinaan memiliki pengaruh signifikan
terhadap perubahan perilaku keselamatan dan peningkatan kepatuhan
perusahaan.

Secara keseluruhan, peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan
pemenuhan K3 mencakup tiga tahapan utama: pemeriksaan awal oleh
pengawas umum, periksa uji teknis oleh pengawas spesialis, dan penerbitan
surat keterangan laik operasi sebagai legitimasi penggunaan alat. Rangkaian
peran ini menunjukkan bahwa pengawasan K3 yang dilakukan telah
berjalan sesuai regulasi, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek
SDM, edukasi perusahaan, serta kelengkapan regulasi agar pelaksanaannya
semakin optimal.

Peran UPT BLKI Singosari dalam pemenuhan K3 di Kabupaten

Malang tidak semata bersifat administratif, melainkan juga substantif
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melalui fungsi pelatihan vokasi yang menjadi tugas pokoknya. Program-
program pelatihan kejuruan teknis yang diselenggarakan di UPT BLKI
Singosari mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) yang di dalamnya memuat unit kompetensi keselamatan dan
kesehatan kerja, sehingga lulusan pelatihan telah memiliki bekal
pemahaman dan sikap kerja aman sebelum terserap ke perusahaan-
perusahaan di wilayah Kabupaten Malang.®* Dengan demikian, kontribusi
UPT BLKI Singosari terhadap pemenuhan K3 di wilayah ini terletak pada
penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan sadar keselamatan
kerja sejak tahap pelatihan, sebagai pelengkap dari fungsi pengawasan yang
dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang telah
beroperasi.

Secara keseluruhan, peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan
pemenuhan K3 di Kabupaten Malang telah berjalan sesuai dengan kerangka
regulasi yang berlaku, mulai dari pemeriksaan awal oleh pengawas umum,
periksa uji teknis oleh pengawas spesialis, hingga penerbitan surat
keterangan laik operasi sebagai legitimasi penggunaan alat. Namun
demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan
pengawasan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan jumlah
pengawas spesialis, rendahnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban

legalitas alat K3, serta masih adanya regulasi teknis yang belum dilengkapi

8 Yeni Nuraeni, dkk., "Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam Menyediakan Tenaga
Kerja pada Dunia Usaha dan Industri,” Jurnal Ketenagakerjaan 17, No. 1 (2022): 20,
https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.124.
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sanksi yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan
antara ketentuan normatif dan implementasi, sehingga strategi pembinaan
dan sosialisasi regulasi menjadi pendekatan yang realistis untuk
meningkatkan kepatuhan perusahaan. Dengan demikian, penguatan
kapasitas pengawas dan peningkatan literasi K3 perusahaan merupakan
langkah penting yang perlu diupayakan agar pelaksanaan pengawasan K3
di wilayah Kabupaten Malang dapat berjalan lebih efektif dan sesuai tujuan
regulasi.
. Peran UPT BLKI Singosari dalam Pengawasan K3 Perspektif
Magashid Syariah

Magashid syariah merupakan tujuan dasar yang ingin dicapai oleh
syariat Islam dalam menghadirkan kemaslahatan (jalb al-maslahah) dan
mencegah kemudaratan (dar’ al-mafsadah) bagi manusia. Al-Ghazali
menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariah bermuara pada upaya
menjaga lima unsur dasar kehidupan manusia yang disebut sebagai al-
kulliyat al-khams, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.®
Prinsip ini kemudian dikembangkan oleh Asy-Syatibi sebagai kebutuhan
primer (daruriyyat) yang wajib dipenuhi untuk memastikan
keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas masyarakat.®® Dalam konteks

ketenagakerjaan modern, magashid syariah dapat menjadi dasar moral dan

% |ka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Magashid
Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 66.
8 TIntan, Dini, Fauzi, Jalil, Ismail. “Magqashid Al-Syari’ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum

Jurnal Cendekia ISNU-SU, 1, No. 3 (2024): 235 https://journal.isnu-

sumut.org/index.php/jcisnu/article/download/527/189
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etis untuk memahami pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) sebagai bentuk perlindungan jiwa dan harta. Dengan demikian,
setiap kebijakan maupun praktik pengawasan K3 yang bertujuan mencegah
kecelakaan kerja dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi pada
hakikatnya merupakan wujud implementasi tujuan-tujuan syariat tersebut.
Peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan K3 merupakan
implementasi langsung dari prinsip Hifdz an-Nafs yang menempatkan
perlindungan jiwa sebagai prioritas utama dalam magashid syariah.
Pelaksanaan pemeriksaan awal oleh pengawas umum, pendokumentasian
kondisi alat, serta penerbitan nota pemeriksaan merupakan langkah
preventif untuk memastikan bahwa setiap alat kerja tidak membahayakan
pekerja. Tahapan ini kemudian dilanjutkan oleh pengawas spesialis melalui
periksa uji teknis guna menjamin bahwa pesawat angkat, forklift, dan alat
K3 lainnya memenuhi standar keselamatan sebelum digunakan. Upaya
pengawasan berlapis ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang
menegaskan bahwa menjaga keselamatan jiwa termasuk kewajiban syar‘i
karena menghindarkan manusia dari bahaya merupakan bentuk dar’ al-
mafsadah yang lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.8” Temuan
lapangan, seperti kasus rambut operator yang terlilit mesin akibat tidak
adanya pelindung dan emergency stop, menunjukkan bahwa kelalaian teknis

dapat menimbulkan bahaya serius yang seharusnya dicegah melalui

87 Abdul Ghofar, Siti Amina, Nisrina, “REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH MURSALAH
SEBAGAI BASIS HUTIHAD KONTEMPORER DALAM MENJAWAB TANTANGAN
MODERNITAS” Tamaddun, 10, No. 1 (2025), him. 17.
https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/tamaddun/article/download/411/338
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kepatuhan perusahaan terhadap standar K3. Oleh karena itu, peran UPT
BLKI Singosari dalam memastikan alat memenuhi kelayakan pakai bukan
hanya pelaksanaan regulasi administratif, tetapi juga wujud konkret
penjagaan nyawa dan martabat pekerja sesuai prinsip Hifdz an-Nafs dalam
magashid syariah.8®

Selain berkaitan dengan perlindungan jiwa, pengawasan K3 oleh
UPT BLKI Singosari juga merupakan wujud implementasi prinsip Hifdz al-
Mal yang menekankan pentingnya menjaga harta dan menghindari kerugian
material. Dalam perspektif magashid syariah, harta merupakan salah satu
kebutuhan dasar (daruriyyat) yang wajib dijaga karena menjadi penopang
kehidupan ekonomi masyarakat.?® Pelaksanaan pemeriksaan awal,
pembinaan, serta periksa uji teknis terhadap alat kerja seperti pesawat
angkat, forklift, dan peralatan produksi lainnya tidak hanya bertujuan
melindungi pekerja, tetapi juga memastikan agar alat tersebut tidak
menimbulkan kerusakan, kegagalan operasional, atau kerugian finansial
bagi perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap standar K3 dapat menyebabkan
downtime produksi, kerusakan mesin, tuntutan hukum, hingga potensi
gangguan keberlanjutan usaha, yang semuanya merupakan bentuk
mafsadah terhadap harta. Temuan wawancara menunjukkan bahwa banyak
perusahaan yang baru memahami pentingnya legalitas alat K3 setelah

mengetahui risiko kerugian operasional apabila terjadi kecelakaan alat.®

8 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

8 Khoirul Hamim, “Harta Dalam Islam: Perolehan, Kepemilikan, Dan Penggunaannya”, (Lombok,
CV alfa press, 2022), 3

% Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
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Dengan demikian, peran UPT BLKI Singosari dalam memastikan kelayakan
alat melalui pemeriksaan dan periksa uji tidak hanya memenuhi aspek
regulasi, tetapi juga menjadi upaya nyata menjaga keberlangsungan aset dan
kegiatan ekonomi perusahaan, sejalan dengan tujuan Hifdz al-Mal dalam
magashid syariah.

Selain menjaga jiwa pekerja, pengawasan K3 oleh UPT BLKI
Singosari juga berperan dalam mewujudkan prinsip Hifdz al-Mal, yaitu
menjaga harta dan mencegah kerugian material. Dalam pandangan
maqashid syariah, harta merupakan unsur penting yang harus dijaga karena
berfungsi sebagai sarana keberlangsungan hidup dan stabilitas ekonomi.®*
Pelaksanaan pemeriksaan awal, pembinaan, serta periksa uji teknis terhadap
peralatan kerja memastikan bahwa alat tersebut berfungsi optimal dan tidak
menimbulkan kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi.
Ketidaklayakan alat seperti forklift, pesawat angkat, atau mesin produksi
tidak hanya membahayakan pekerja, tetapi juga dapat menyebabkan
kerusakan aset perusahaan, meningkatnya biaya perawatan, hingga potensi
tuntutan hukum apabila terjadi kecelakaan. Temuan wawancara
menunjukkan bahwa banyak perusahaan mulai menyadari bahwa biaya
periksa uji jauh lebih kecil dibandingkan risiko kerugian ekonomi yang
timbul ketika terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan alat akibat kelalaian.®?

Oleh karena itu, peran UPT BLKI Singosari dalam memastikan setiap alat

%1 Nur Islamiyah,Izzatul Mukhlisoh, “KEBUTUHAN MANUSIA DAN SISTEM PENGELOLAAN
HARTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH”, Jurnal limiah Nusantara, 3, No. 2 (2026):
351. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/8661/7323

92 Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
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memenuhi standar keselamatan bukan hanya implementasi kewajiban
regulatif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap nilai ekonomi
perusahaan, yang sejalan dengan tujuan Hifdz al-Mal dalam magashid
syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran UPT
BLKI Singosari dalam pengawasan K3 selaras dengan prinsip magashid
syariah yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan harta.
Melalui mekanisme pemeriksaan awal, pembinaan, periksa uji teknis, serta
penerbitan surat keterangan laik operasi, UPT berupaya memastikan bahwa
setiap alat kerja aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko bagi pekerja
maupun kerugian bagi perusahaan. Implementasi pengawasan K3 oleh UPT
BLKI Singosari tidak hanya memenuhi ketentuan regulatif, tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai syariah dalam mencegah kemudaratan dan
menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi pekerja, perusahaan, dan
masyarakat. Dengan demikian, pengawasan K3 dapat dipandang sebagai
bentuk nyata penerapan magashid syariah dalam konteks ketenagakerjaan

modern.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan
mengenai peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan pemenuhan
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta relevansinya dengan perspektif

maqashid syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UPT BLKI Singosari telah melaksanakan fungsi pengawasan K3
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan
pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik alat, pembinaan,
periksa uji teknis, hingga penerbitan surat keterangan laik operasi.
Secara umum, proses tersebut menunjukkan adanya kesesuaian
dengan standar pengawasan yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh beberapa
hambatan, antara lain: keterbatasan jumlah pengawas spesialis yang
tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi,
rendahnya pemahaman perusahaan mengenai kewajiban legalitas
alat K3, serta belum jelasnya pengaturan sanksi dalam beberapa
regulasi teknis sehingga menurunkan kepatuhan perusahaan.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perusahaan hanya
memenuhi persyaratan secara formalitas dan belum menempatkan

K3 sebagai kebutuhan penting untuk perlindungan tenaga kerja.
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2.

B. Saran

Jika dianalisis melalui magashid syariah, peran UPT BLKI Singosari
dalam pengawasan K3 berkaitan langsung dengan dua tujuan utama
syariat. Pertama, Hifdz an-Nafs (perlindungan jiwa) yang tercermin
dari upaya memastikan alat-alat produksi berada dalam kondisi
aman sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Pengawasan,
pembinaan, dan verifikasi kelayakan alat menjadi bagian dari ikhtiar
menjaga keselamatan pekerja yang merupakan tujuan syariat dalam
mewujudkan kemaslahatan. Kedua, Hifdz al-Mal (perlindungan
harta) yang terlihat dari pencegahan potensi kerusakan alat, kerugian
finansial, maupun gangguan operasional perusahaan akibat
kecelakaan kerja. Dengan memastikan kelayakan alat dan kegiatan
produksi, UPT turut menjaga keberlanjutan usaha dan nilai
ekonomis yang menjadi salah satu aspek pemeliharaan harta
menurut syariat. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan K3
oleh UPT BLKI Singosari tidak hanya bernilai administratif, tetapi
juga memiliki landasan moral dan magashid syariah dalam rangka
menjaga keselamatan manusia dan keberlangsungan aset

perusahaan.

1. Perusahaan diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban

pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terkait

legalitas dan kelayakan alat. Pemahaman yang baik tidak hanya membantu

memenuhi syarat administratif, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan
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alat dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan
pekerja serta meminimalkan kerugian material. Perusahaan juga perlu
lebih proaktif mengikuti pembinaan dan rekomendasi yang diberikan
pengawas ketenagakerjaan.

UPT BLKI Singosari disarankan memperkuat pelaksanaan pengawasan
melalui peningkatan frekuensi pembinaan, penguatan dokumentasi hasil
pemeriksaan, serta optimalisasi koordinasi antara pengawas umum dan
pengawas spesialis. Selain itu, perlu adanya upaya advokasi kepada
pemerintah provinsi agar penambahan jumlah pengawas spesialis dapat
diprioritaskan, mengingat luasnya cakupan wilayah dan tingginya beban
pengawasan.

Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang lebih tegas terkait sanksi
bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban legalitas alat K3. Selain
itu, penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi K3 bagi sektor industri perlu
diperluas, agar pengusaha memahami pentingnya kelayakan alat bukan
hanya sebagai syarat hukum, tetapi sebagai perlindungan terhadap

keselamatan dan aset usaha.
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